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I. Laporan HAM 2005: Bau Amis Darah dan Bangkai Manusia

10 Desember, apakabar para Human Rights Defender, sejauh mana ihktiar-mu menyingkap tabir gelap HAM Indonesia? Begitulah sapaan akrab pada aktifis HAM bila belum banyak progress report dalam penegakkan HAM di tanah air para tentara ini. Adakah khabar menggembirakan di akhir tahun sebagai kado selain menyambut Natal dan Tahun Baru? Diluar khabar ditundanya persidangan Munir dengan tersangka Pollycarpus, terinterupsinya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ditangan pak Susilo Bambang Yudhono atau tidak terselenggara Yap Tian Him Award karena tidak kekurangan dana dan. "Kami merasakan absennya kontribusi kalangan masyarakat dan dunia usaha sehingga menyulitkan tradisi award tahun ini, karenanya anugerah HAM Yap Thiam Hien Award tidak diberikan," kata Dewan Pendiri Yap Thiam Hien Award Todung Mulya Lubis (Detikcom, 13/12/2005). Statement diatas seolah miris terdengar di kuping ketika ada kesan menyalahkan massa dengan alasan minimnya kontribusi masyarakat.

Tahun 2005 dimeriahkan oleh kemajuan dalam bidang normatif yang terlihat dari banyaknya pembuatan produk hukum yang mengacu pada perlindungan HAM. Pemerintah telah melakukan ratifikasi atas dua kovenan internasional di bidang HAM, yakni Kovenan Hak Sipil Politik dan Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ekosob). Ratifikasi terhadap dua kovenan tersebut sebelumnya sudah masuk dalam rancangan aksi nasional HAM 1999–2004. Pemerintah meratifikasi dua kovenan tersebut setelah melakukan perundingan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Kontras dan Imparsial menelaah bahwa terjadi kemajuan normatif namun tak diikuti implementasinya. “Pada tingkat praktik, kemajuan normatif tersebut tidak efektif diterapkan. Sejauh ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menjadi ujung tombak untuk menyeret para pelaku pelanggaran HAM tak kunjung bergerak dan lebih banyak berkutat dengan alasan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Usman Hamid. Sementara itu, pengadilan yang digunakan sebagai benteng untuk mencari keadilan bagi para korban malah banyak membebaskan para terdakwa dengan alasan tak ada pelanggaran HAM. Kekerasan yang terjadi hanyalah kejahatan biasa. Ini terjadi dalam kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok dan Abepura(Sinarharapan, 10/12/2005).

Di sisi Ekosob para aktifis serikat buruh menilai pelanggaran HAM yang sengaja dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK tahun 2005 adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan BBM yang hampir 100 persen secara tidak langsung telah merampas hak rakyat untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan dan perumahan yang murah seperti yang ditandaskan oleh Anwar Ma’ruf dalam aksi KASBI pada 11/12 dalam siaran persnya. 

Sementara ELSAM dalam press release 10 Desember untuk bidang ekonomi menggambarkan, penggunaan “politik pangan” Orde Baru, yang dipercaya sebagai alat stabilisasi kembali digunakan. Misalnya kebijakan impor beras yang mengakibatkan kerugian besar di kalangan petani kecil. Sementara itu, kelaparan, penyakit dan malnutrisi belum dapat diantisipasi oleh pemerintah, bahkan berulangkali terjadi. Sebagai contoh adalah kasus kelaparan di Kabupaten Lembata (NTT), Mataram (NTB), dan terakhir di Yahukimo, Papua. ELSAM membuat kesimpulan politik bahwa pemerintah SBY-JK bukan hanya gagal merumuskan strategi promosi, pemenuhan, dan perlindungan HAM, justru mencontoh logika manajemen pemerintahan ala Orde Baru. Dengan menempatkan ekonomi dan stabilitas kekuasaan di depan, dan mengabaikan HAM sebagai bagian dari strategi pemerintahannya. Sehingga reshuffle kabinet semata, tak ada bedanya dengan politik etalase di bidang HAM.

Sedikit membuka sejarah pilar penegakkan HAM seperti yang dicapai dalam The French Declaration, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Antara lain dinyatakah tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula presumption of innocence, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan freedom of expression (bebas mengelaurkan pendapat), freedom of religion (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), the right of property (perlindungan terhadap hak milik) dan hak-hak dasar lainnya.

Begitu kakukah lidah penguasa di Indonesia untuk melafazkan HAM dengan pasih untuk berhenti menjadi teror bagi rakyatnya? Pemerintahan sekarangpun dianggap memang tidak pernah menghormati. HAM, bahkan cenderung memaafkan pelanggar HAM. Padahal persoalan HAM yang terjadi di Indonesia sangat banyak dan masih   menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sebut saja kasus Tanjung Priok, Trisakti, Semanggi I dan II, G30S/PKI, penculikan, penangkapan dan pembunuhan aktivis HAM seperti Munir (Detikcom, 10/12/2005).

10 Desember adakah selain seremonial, aksi pawai keliling dan konfrensi pers? 10 Desember akankah menjadi tanggal keramat bagi para penziarah makam para korban seperti Marsinah, Munir, Elang dkk sembari menaburkan kembang biar nama mereka selalu harum dalam udara Indonesia berbau amis darah dan bangkai manusia!

II. WTO Perlawanan Antara Victoria Park dan Istana Merdeka

Hong Kong, tentu mengingatkan kita pada bintang film Ninja vs Sholin seperti Jet Lee, andy Lau atau Jackie Chan dll. Hong Kong adalah simbol megapolis sebagai wujud pencapaian modernitas dunia abad ke-20 di kawasan Asia. Kali ini mungkin kita tidak mengulas hijrahnya para bintang film Hong Kong ke Hollywood karena liberalisasi film yang menyeret mereka harus berkiblat ke mbah-nya industri film dunia AS. 

Liberalisasi atau globalisasi telah menisbikan pagar dan batas negara, tak ubah nya Jet Lee untuk bisa meraup kocek yang besar, warga Indonesia juga merantau ke Hong Kong atas motivasi yang sama. Beda nasib begitulah tepatnya, bila bintang film Hong Kong melipatgandakan kepopulerlannya lewat film Hollywood. Para perantau Indonesia justru sebaliknya sebagai pembantu rumah tangga di kampung halamannya Jet Lee. Catatan terakhir menunjukkan, sebanyak 97.000 warga Indonesia, mayoritas perempuan, mengadu nasibnya di Hong Kong sebagai buruh domestik atau lebih populer dengan sebutan tenaga kerja wanita (TKW) (Sinarharapan, 12/12/2005). 

Pembahasan pada sidang WTO kali dibagi dalam empat kelompok yang membahas berbagai isu seperti akses pasar untuk produk-produk non-pertanian (NAMA: Non-Agricultural Market Access), sektor pertanian, hak-hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan perdagangan (TRIPS: Trade-Related Intellectual Property Rights), dan sektor jasa. Kelompok lainnya membahas perjanjian perdagangan bebas (FTAs: Free Trade Agreements) yang berhubungan dengan perdagangan, pembangunan, dan keamanan.

Melihat ke belakang bagaimana gurita WTO meracuni dunia ketiga cukup memperparah jurang kemiskinan, bukar fair trade dalam posisi pasar yang saling menguntungkan tetapi free trade yang penuh dengan intervensi modal besar TNC. Sejak meratifikasi WTO dan perjanjian Putaran Uruguay melalui UU No.7 Tahun 1994, Indonesia telah menurunkan tarif bea masuk secara drastis. Hambatan non-tarif bagi perdagangan telah dihilangkan setelah berlangsungnya krisis ekonomi. Pembatasan ekspor diganti menjadi pajak yang nilainya diturunkan hingga maksimum 10%. Sementara perjanjian pertanian (AOA) mengharuskan Indonesia mengimpor pangan dalam jumlah besar, serta menghapus subsidi ke petani. Lewat perjanjian sektor jasa (GATS), Indonesia juga harus membuka diri terhadap perusahaan asing yang bergerak di sektor keuangan, kesehatan, pendidikan, energi, dan lain-lain yang secara otomatis mematikan sektor jasa di Indonesia. Seolah belum cukup dengan itu, WTO juga memaksa Indonesia untuk membuat tujuh Undang-undang (UU) terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)-termasuk UU Hak Paten dan UU Perlindungan Varietas Tanaman-sebagai implikasi ratifikasi Hak Milik Intelektual yang Terkait Perdagangan (TRIPs). Meski konsekuensi dari hal ini adalah terpinggirnya hak-hak kaum tani (Sinarharapan, 12/12/2005).

Sudah seperti lebaran para aktifis Internasional untuk menghadang sidang WTO di Hong Kong dari 13-18 Desember kali ini. Puluhan organisasi petani, lingkungan, perempuan, dan buruh yang selama ini menjadi "penentang tetap" WTO hadir di Hong Kong. Sedikit berbeda kali ini massa penentang WTO juga berasal dari kelompok buruh migran yang di Hong Kong didominasi oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia. Kekhawatiran bahwa pertemuan Hong Kong akan menghasilkan kesepakatan baru telah menjadi keprihatinan kelompok masyarakat sipil, terlebih di sejumlah negara miskin dan berkembang.

Slogan yang diusung kali ini adalah  "No Deal Better Than A Bad Deal." Bila dilacak dari program yang ditawarkan masih minimalis di tengah dampak buruk yang nyata. Beda di Victoria Park beda pula di depan Istana Merdeka dimana PERISAI (Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialisme) dengan cukup tegas menuntut Indonesia hengkang dari WTO dan pembubaran WTO(Detikcom, 18/12/2005). Basis argumentasi yang dimajukan PERISAI pertama kebijakan WTO merupakan kepanjangan tangan TNC dan negara maju. Kedua WTO berusaha menghancurkan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung mayoritas petani Indonesia. Ketiga WTO mendorong paradigma pengembangan industri nasional yang bersifat eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan manusia. Dan Keempat WTO juga mendorong impor perdagangan jasa di Indonesia yang berakibatnya terjadi komersialisasi pelayanan dasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Memang beda semangat dan metode perlawan diplomasi dan aksi massa yang satu berangkat dengan pesawat sementara yang lain dengan metro mini tentu saja naik bus lebih panas dan cepat berkeringat.

Sementara pemerintah Indonesia sebagai Ketua G-33 datang dengan agenda akan memperjuangkan proposal Special Products (SP) dan Special Safeguard Mechanism (SSM) masuk dalam kerangka kerja Agenda Pembangunan Doha dalam forum KTM VI WTO tersebut.

Beberapa tulisan mengulas cukup tajam tentang sidang WTO Hong Kong. B Herry-Priyono (Kompas, 15/12/2005) sebagai kritikus globalilasi membongkar kekeliruan asumsi umum dalam tafsir neolibelisme.  Neoliberalisme itu istilah licin yang sering mengecoh pemakainya. Misalnya,ekonomi pasar dianggap identik neoliberalisme. Neoliberalisme memang melibatkan aplikasi ekonomi-pasar, tetapi tidak semua ekonomi-pasar bersifat neoliberal (ekonomi pasar sosial, bukan neoliberal). Atau, privatisasi sering dilihat identik dengan ciri kebijakan neoliberal.Padahal, tidak semua program privatisasi bersifat neoliberal. Herry Priyono mengajak pembaca untuk menjelajahi akar histories NEO dari reinkarnasi liberalisme ekonomi akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dalam bentuk lebih ekstrem itu berlangsung dengan mengakhiri era besar yang disebut embedded liberalism. Embedded liberalism merupakan model ekonomi setelah Perang Dunia II hingga akhir dekade 1970-an. Lebih lanjut neoliberalisme bukan sekadar ekonomi. Herry mecoba melihat visi neoliberalisme dari dua sisi antropologis dan virtualisasi ekonomis. Bak mat pisau seorang koki yang sedang mengupas lembaran bawang Herry membelejeti kisi-kisi neoliberlisme. Visi antropologis berkembang melalui reduksi manusia sebagai makhluk ekonomi (homo oeconomicus). Yang menarik dari visi neoliberal adalah pengandaian manusia sebagai homo oeconomicus direntang luas untuk diterapkan pada semua dimensi hidup manusia. Pada gilirannya, perspektif oeconomicus itu direntang untuk menjadi prinsip pengorganisasian seluruh masyarakat. Tidak hanya berhenti pada antropologis namun sesuai dengan perkembangan tekhnologi neoliberalisme juga mengembangkan vistualisasi ekonomi.

 

Sementara Josef P Widyatmadja dari tengah kerumanan massa aksi di Victoria Park mengangkat tulisan dengan tema Allah, Pangan, dan WTO. Josef mencoba menarik relasi yang berkontradiksi terhadap defenisi pangan (makanan). Agama menilainya sebagai benda spiritual sementara WTO menjadikannya komoditas untuk kekayaan sekelompok orang. Dengan penjelasan histories Josef mencoba memaparkan pengalaman  bangsa Israel dalam perjalanan meninggalkan Mesir menuju Tanah Perjanjian. Allah melarang bangsa Israel mengambil makanan manna lebih dari yang dibutuhkan. Makanan, menurut agama memang harus didistribusikan, tapi ekonomi keserakahan mengajarkan yang sebaliknya. Premis inilah bangunan kontradiksi tergambar sebagai konforntasi terhadap statement  Pascal Lammy, Direktur WTO yang menyatakan bahwa peran WTO adalah lembaga untuk "menciptakan kekayaan, bukan untuk mendistribusikan kesejahteraan" (Suarapembaruan, 14/12/2005). 



Dalam gegap gempita aksi perlawanan terhadap WTO muncul statement dari peserta aksi Indonesia di Hong Kong dari LSM yang bergerak untuk kampanye anti globalisasi. “Entah karena keterbatasan ruang, atau kurangnya pengetahuan,seringkali  wartawan hanya menulis sesuatu yang sensasional dan melupakan apa yang menyebabkan satu aktivitas dilakukan. Ini terjadi bukan hanya oleh media  kita di Indonesia tetapi juga media lokal  Hong Kong.Juga media mainstream internasional.” Statement ini keluar setelah puluhan wartawan yang menginterview saya. Dari puluhan itu hampir semua datang dengan pertanyaan yang sama (milist forumsosialindonesia 15/12/2005, judul: Warga Negarakah Kita???)
. Emosionalkah statement tersebut karena perjuanganya terdistorsi oleh kampanye media?  Mungkin untuk memahami fakta, narasi atau teks sebagai kajian ybs disarankan membaca “Cricital Discourse Analysist” karangan Norman Fairclough atau “Essays On Idelogy”-nya Louis Athuesser. Agar relasi kekuasaan WTO dan TNC (ekonomi-politik) bisa menjelentrehkan posisi media dalam ketiak neoliberlaisme. Dari Bonnie Setiawan, saya pernah direkomendasikan untuk menonton film bagaimana distorsi media dalam kudeta FOX teve AS terhadap presiden Venuzuela Hugo Chavez. Setidaknya tembang Ariel Peterpan tentang “kaki di kepala, kepala di kaki” tidak terjadi para kalangan aktifis penentang neoliberlaisme.

III. Lautan Pengganguran dan Banjir Bandang PHK 

Bergerak kemana roda peradapan manusia Indonesia di era Milenium ini, dalam lautan pengangguran dan banjir bandang PHK? Kerja (produksi) dalam sejarah panjang evolusi telah melahirkan keberhasilan manusia merubah nature menjadi culture. Dari pola hidup nomaden dengan food gathering menjadi peladang subsistensi. Perubahan relasi inilah yang menjadikan manusia unggul dari mahluk lainnya dan menjadi penguasaa alam semesta. Atas dasar kerja-kerja tersebutlah manusia menemukan relasi social ekonomis dalam hidup bermasyarakat. Dalam bekerja-lah (baik merubah alam atau social) manusia secara praksis memenuhi dan menemukan eksistensi dirinya. Bisa kita lihat ketika lautan pengangguran dan banjir bandang PHK menjadi lanskap Indonesia Milenium, tak ayal kebanyakan manusia Indonesia sudah kehilangan eksistensi dirinya dalam relasi produksi ekonomis!

Laporan akhir tahun Center for Labor dan Development Studies (CLDS) menyajikan data tentang pengangguran dan PHK tahun 2005(Kompas, 16/12/2005). Angka pengangguran Indonesia saat ini mencapai 40,1 juta. "Artinya, terdapat 40,1 juta angkatan kerja yang sama sekali tidak bekerja, setengah menganggur dan pengangguran terselubung. Pengkategorian CLDS berdasarkan setengah menganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 40 jam dalam seminggu, sedangkan pengangguran terselubung adalah mereka yang mengeroyok suatu bidang pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh beberapa orang saja. Jumlah mereka yang sama sekali tidak bekerja saat ini (2005) diperkirakan sekitar 11,6-11,9 juta jiwa. Urban Poor Corsorcium juga memaparkan terjadi perluasan sector informal secara signifikan di Jabodetabek. Fakta ini muncul dari jumlah advokasi yang dilakuakn sepanjang 2005 baik itu penggusuran, operasi kependudukan atau penutupan pabrik.  

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode Januari-November 2005 melaporkan jumlah pekerja yang terkena PHK yang tercatat di telah mencapai 109.382 orang dengan 3.481 kasus. Data itu belum mencerminkan jumlah nasional karena belum semua daerah memiliki data laporan. Setelah otonomi daerah sistem pelaporan di pemerintah daerah hingga ke pusat tidak jelas (Kompas, 16/12/2005). 

Di Jawa Tengah hingga November 2005 sudah 21 perusahaan yang melakukan PHK terhadap 7.724 buruh. Diperkirakan sampai akhir Desember akan ada 15.000 buruh yang terkena PHK missal. Dari 7.724 buruh itu, 5.832 di antaranya adalah buruh pabrik tekstil, di Solo pabrik tekstil melakukan PHK terhadap 1.128 buruhnya. Alasannya, produksi pabrik itu rendah dan daya saing dengan produk impor yang lebih murah di pasar. Data di Dinas Tenaga Kerja Jateng menunjukkan jumlah angka pengangguran di provinsi ini mencapai 1,173 juta. Di sisi lain, jumlah angkatan kerja mencapai 14,813 juta namun lapangan kerja hanya bisa menampung 13,640 juta. Selisih angka itulah yang menjadi penganggur (Suarapembaruan/15/12/2005).

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, investasi langsung merupakan kunci mengatasi masalah PHK dan pengangguran. Persoalannya, tahun 2006 merupakan tahun yang sulit investasi baru atau melakukan ekspansi usaha. Dalam enam bulan ke depan sektor swasta akan sulit. Biaya-biaya naik, seperti tarif listrik, suku bunga bank, upah minimum, dan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, katanya (Kompas, 16/12/2005).

Artikel Dita Indah Sari di Kompas 12/12 mengulas renyah sehingga enak dikunyah tetang interpretasi pasar oleh pemerintahan SBY-JK ataupun sebelumnya Mega-Hamzah. Menurut Dita, pelaku pasar adalah segelintir pemain ekonomi skala besar dengan kepemilikan modal raksasa, dan bukannya puluhan juta pemilik UKM yang terengah-engah mempertahankan diri saat krisis. Pelaku pasar, dalam hal ini adalah investor asing dan para kreditor, dengan aset jutaan dollar, dan bukannya jutaan petani yang menjerit karena melimpahnya beras impor di pasaran. Pelaku pasar juga adalah pengusaha, kadang-kadang sekaligus politisi, yang lebih suka menjadi agen para pemodal asing ketimbang menjadi pengusaha yang kreatif dalam mengolah tenaga produktif di dalam negeri. Pelaku pasar adalah para pemain dan spekulan di pasar modal dan pasar uang. Mereka bukanlah kaum produsen yang bekerja keras menghasilkan barang/jasa dan menciptakan nilai baru. Maka, propasar tidak sama dengan propublik. Dalam banyak hal, propasar justru bertentangan secara diametral dengan kepentingan rakyat.

Sementara tajuk I tanggal 14/12 Suara Pembaruan menuliskan: Rakyat Miskin, Otonomi Diselewengkan. Fakta yang makin jelas menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah yang hanya sibuk meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja. Namun dalam kolom belanja, sebagian besar hanya untuk kepentingan birokrasi, dan sangat sedikit alokasi untuk pembangunan. Pemda sibuk menaikkan pendapatan lewat usaha memperbanyak retribusi, tetapi pelayanan diabaikan. Jiwa otonomi telah dirampas oleh banyak birokrat dan pejabat pemda. Maka, fakta yang muncul adalah begitu banyak gubernur, wali kota, bupati, kepala dinas, anggota atau pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekarang berada di penjara, dalam tahanan atau sedang diperiksa oleh kejaksaan. Mereka menghadapi tuduhan korupsi dan penyalahgunaan uang rakyat. Fakta yang separah ini tidak pernah terjadi pada waktu yang lalu. Belum ada masa, di mana begitu banyak pejabat menjadi pesakitan karena mencuri uang rakyat.

IV. Security Sector Reform: Reformasi TNI Lambat


Tanpa kue tar, warna-warni balon dan tiupan lilin pesta peringatan hari Juang Kartika yang juga HUT ke-60 TNI AD di stadion Manunggal Siliwangi Brigif 15 Kujang II Cimahi, Jawa Barat tetap meriah, uey! "Dengan Meningkatkan Profesionalisme, TNI Angkatan Darat Bersama Seluruh Komponen Bangsa Lainnya Siap Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," begitulah judul perayaan pesta. Layaknya perayaan ulang tahun, tentunya banyak tetamu datang serta memberikan ucapan “happy birthday to you!” Kompas 16/12 di halaman depan memampang photo Wismoyo Harismunandar, Try Sutrisno, Djoko Santoso, Ryamizard Ryacudu, Wiranto dan Subagyo HS yang menghadiri perayaan tersebut. Ada apa gerangan, (ah, dasar phobia aja ama tentra)? Semua orang mengerti mereka adalah petinggi di masanya, wajar saja kalau diundang datang. Yang menarik dari kehadiran para purnawirawan Jendral tersebut sebagai oposan pemerintahan. Satu korp boleh saja, tetapi kepentingan politik beda donk! Tak ada asap yang tak sumber apinya. Sehari sebelumnya DPR mengingatkan kembali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengajukan nama calon Panglima TNI. Sikap Presiden mengulur-ulur waktu dikhawatirkan akan mengganggu proses regenerasi di tubuh TNI (Balipos, 15/12/2005). Ada apa gerangan, tentunya tak terlepas dari kursi panas Panglima TNI. Di masa pemerintahan Megawati pernah mengusulkan Ryamizard Ryacudu menjadi Panglima TNI. Karena terjadi perpanjangan sampai tiga kali atas Endriartono Sutarto yang menjadi alasan kuat. Atas alasan inikah Try Sutrisno come back berpolitik karena Ryamizard nota bene menantunya digantung tak bertali? Lalu bagaimana dengan Jendral oposan lainnya, begitulah udang acap kali sembunyi dibalik batu! 

Diluar kemeriahan tepuk tangan dan ucapan selamat ulang tahun, ada baiknya kita betegur sapa dan bertanya apa kabar reformasi TNI dalam upaya keras menjadi profesionalisme? Salah satu agendanya adalah pengambilalihan bisnis TNI oleh negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan pernyataan dengan penuh pengakuan cukup memahami kondisi TNI. "Saya akan tetap memilih yang benar, budaya komisi, mark up dan pembelian fiktif, harus dihentikan. Pembelian persenjataan bagi militer harus sesuai kebutuhan. Bukan atas kemauan rekanan. Mereka yang masih melakukannya merupakan bagian dari korupsi yang sedang diberantas di Indonesia" (Gatra, 5 Desember 2005).


Sementara Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dalam penjelasan pers yang didampingi tiga kepala staf, dan Ketua TIM Verifikasi Bisnis TNI, Muhammad Said Didu di Markas Besar TNI Cilangkap awal Desember menandaskan. Tanggung jawab verifikasi memang ada di pundaknya, meski hingga kini belum ada dana yang dikucurkan untuk tugas berat tersebut. Besar kemungkinan verifikasi akan menggunakan dana BUMN terlebih dahulu karena pemerintah belum memiliki anggaran. Panglima TNI hanya bisa menjanjikan paling tidak Januari nanti proses pemilahan selesai dilakukan. Penataan kembali bisnis TNI memang bukan perkara mudah. Terlalu banyak yang harus dipilah, mana yang menggunakan aset negara dan mana yang tidak. Variabelnya sangat banyak dan sebarannya pun di seluruh Indonesia.  Dari 219 unit bisnis TNI yang akan diverifikasi, belum diketahui mana saja nantinya yang akan diambil alih oleh pemerintah atau mengalami perubahan bentuk.  Dari jumlah ini, sudah menjadi rahasia umum masing-masing unit masih mempunyai 3-4 unit lagi di bawahnya. Jadi total jenderal jumlahnya bisa lebih dari 500 unit usaha. Meski begitu, Panglima tetap optimistis, dalam waktu dua tahun ke depan atau lebih cepat dari perintah Undang-undang TNI, bisnis TNI ini bisa dibereskan (Sinarharapan, 13/12/2005).

Emmy Kuswandari  dalam artikel berjudul Reformasi TNI, Bergerak di Jalur Lambat memaparkan beberapa tabrakan justru sengaja terjadi pada jalur profesionalisme dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang meminta keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Permintaan yang disampaikan pada peringatan HUT ke-60 TNI tersebut ditanggapi Panglima TNI dengan mengoperasikan kembali komando teroritorial. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya Mayjen Agustadi Sasongko Purnomo yang menyiapkan 1.680 bintara pembina desa (babinsa) yang ada di wilayah Kodam Jaya yaitu DKI Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Secara intern, Panglima TNI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Skep/365/X/2004 tentang petunjuk penanggulangan terorisme. Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme memang dimungkinkan. Andi Widjajanto dari Universitas Indonesia mengatakan, yang bisa dilakukan TNI adalah operasi intelijen dengan tiga alternatif, yaitu membentuk satuan tugas intelijen, memberikan data intelijen di Badan Intelijen Strategis TNI ke Badan Intelijen Negara dan memberdayakan fungsi intelijen di Koter. Andi mengingatkan meski pelibatan TNI sangat dimungkinkan, tetapi harus diatur dalam Undang-undang Perbantuan TNI, yang hingga kini belum ada. Reformasi TNI hingga kini sudah memasuki tahun ke tujuh. Tetapi jalan masih panjang untuk ditempuh agar TNI bebas dari karakter tentara politik dan tentara niaga menjadi tentara yang professional (Sinarharapan13/12/2005).
(Arsip Analisa Pemberitaan Media  tentang Isu HAM dan Demokrasi bisa diakses di www.vhrmedia.net )
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